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Abstract
‘The Economy from Village’ is expected to become a national economic 

pillar. The Village Fund is disbursed to make it happen and is used as a 
source of Village-Owned Enterprises (VOE) capital. VOE operational results 
are expected to increase Village Original Revenue. However, Indonesia’s 
Village Original Revenue have continued to decline. In addition, most VOE 
are also not well managed. The purpose of this article is to find out the level 
of internal control principles applicability which related to VOE governance 
and develop an internal control system framework that is appropriate for 
VOE in Sidoarjo. This research uses a descriptive qualitative approach with 
Participatory Action Research (PAR). Interviews and documentation are used 
to collect data which are then tested for validity by sources and techniques 
triangulation. The results showed that the magnitude level of internal 
control principles implementation by VOE in Sidoarjo is varied. There are 
two VOE that have implementation rates below 50%, while another VOE 
is above 70%. Furthermore, the relevance level of The Modified Internal 
Control Framework implementation by VOE in Sidoarjo is above 67%. Thus, 
it was found that government regulations regarding VOE governance have 
not been able to contribute VOE to having a good internal control system. In 
addition, the COSO internal control framework principles can be applied by 
VOE with making modifications based on the organizational structure and 
resources of each VOE.

Intisari
‘Ekonomi dari Desa’ diharapkan menjadi pilar ekonomi nasional. 

Dana Desa dikucurkan untuk mewujudkannya dan digunakan sebagai 
salah satu sumber modal oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hasil 
operasional BUM Desa diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan 
Asli Desa (PADes). Namun PADes Indonesia justru terus mengalami 
penurunan. Selain itu, sebagian besar BUM Desa juga belum dikelola 
dengan baik. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
tingkat keterterapan prinsip-prinsip pengendalian internal dalam tata 
kelola BUM Desa serta mengembangkan kerangka sistem pengendalian 
internal yang sesuai untuk BUM Desa di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Participatory 
Action Research (PAR) Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data yang kemudian diuji validitasnya dengan triangulasi 
sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran tingkat 
implementasi prinsip-prinsip pengendalian internal oleh BUM Desa di 
Kabupaten Sidoarjo beragam. Ada dua BUM Desa yang memiliki tingkat 
implementasi di bawah 50%, sedangkan satu BUM Desa lainnya di atas 
70%. Selanjutnya, tingkat relevansi implementasi Kerangka Pengendalian 
Internal Modifikasi oleh BUM Desa di Kabupaten Sidoarjo berada di atas 
67%. Dengan demikian, didapati bahwa peraturan pemerintah mengenai 
tata kelola BUM Desa belum mampu menyumbang kepada dimilikinya 
sistem pengendalian internal yang baik oleh BUM Desa. Selain itu, prinsip-
prinsip dalam kerangka pengendalian internal COSO dapat diterapkan oleh 
BUM Desa dengan dilakukan modifikasi berdasarkan struktur organisasi 
dan sumber daya masing-masing BUM Desa.
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I.	 Pendahuluan
Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi, 
Presiden Republik Indonesia berharap agar 
‘ekonomi dari Desa’ dapat menjadi pilar ekonomi 
nasional. Harapan itu diwujudkan dengan 
mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 Selain itu, menurut data yang didapat dari ksp.
go.id (2018), pemerintah telah mengucurkan total 
Rp187 triliun pada 2015—2018 untuk Dana Desa. 
Dana Desa yang dimaksudkan untuk memajukan 
perekonomian desa dan perbaikan kehidupan/
kesejahteraan masyarakat desa (Sofi, 2020; Sofianto, 
2017), merupakan salah satu sumber modal bagi 
BUM Desa yang diharapkan dapat meningkatkan 
PADes.

Hingga Desember 2018, jumlah BUM Desa di 
Indonesia mencapai 45.549 unit. Ini merupakan 
peningkatan yang signifikan dari jumlah BUM Desa 
pada 2014, yaitu 1.022 unit (Nasrulhaq, 2019). 
Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 
Indonesia, didapati bahwa PADes Indonesia terus 
mengalami penurunan pada tahun 2014—2017, 
yaitu 4.229,92 miliar rupiah pada 2014; 4.220,57 
miliar rupiah pada 2015; 3.535,00 miliar rupiah 
pada 2016; dan 3.097,00 miliar rupiah pada 2017. 
Selain itu, 93% BUM Desa belum berjalan dengan 
baik (Kafa, 2019).

Keadaan BUM Desa serupa dengan apa yang 
terjadi pada Koperasi. Sejak tahun 1990-an jumlah 
Koperasi di Indonesia semakin meningkat. Namun 
per Desember 2014, dari 212.570 unit Koperasi 
di Indonesia, terdapat 40.013 unit Koperasi yang 
tidak aktif, sehingga pemerintah membubarkannya 
pada 2019 (Malau, 2019; Samawa, 2019). Salah satu 
penyebab tidak aktifnya Koperasi adalah lemahnya 
sistem pengendalian internal mereka (Yuwannita & 
Ariani, 2016) yang berkaitan dengan struktur tata 
kelola perusahaan (Cho & Huang, 2011). 

Di lain sisi, Huda dan Yunas (2017) mendapati 
bahwa operasional perusahaan pertambangan 
yang tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik, 
termasuk pengawasan yang baik, tidak mampu 
berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat 
sekitar perusahaan yang terdampak langsung dari 
operasional perusahaan pertambangan.  

Kasus Koperasi dan perusahaan pertambangan 
memberikan pelajaran mengenai pentingnya tata 
kelola yang baik agar tujuan entitas dapat tercapai 
dan entitas mampu terus beroperasi secara 
aktif. Demikian juga halnya dengan BUM Desa, 
agar mampu  mencapai tujuannya, diperlukan 
tata kelola yang baik (Sembiring, 2017). Tata 
kelola yang baik didukung dengan adanya sistem 
pengendalian internal yang baik (Cho & Huang, 
2011). Sistem pengendalian internal dirancang 
untuk memberikan jaminan yang wajar berkenaan 

dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan 
pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum 
dan peraturan yang berlaku (COSO, 2013; Effendi, 
2016).

Salah satu organisasi yang berkontribusi 
dalam pembuatan kerangka pengendalian internal 
adalah Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO). Pada 1992, 
terbentuklah COSO’s Internal Control – Integrated 
Framework, yang diperbarui pada 2013. Kerangka 
tersebut dibentuk dengan tujuan untuk membantu 
entitas beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang 
semakin kompleks dan terus berubah dengan 
cepat, serta memenuhi kebutuhan stakeholder akan 
transparansi dan akuntabilitas entitas. Menurut 
COSO, terdapat lima komponen  dan 17 prinsip 
pengendalian internal yang baik, yaitu lingkungan 
pengendalian (5 prinsip); penilaian risiko (4 prinsip); 
aktivitas pengendalian (3 prinsip); informasi dan 
komunikasi (3 prinsip); serta aktivitas pemantauan 
(2 prinsip). Komponen-komponen dan prinsip-
prinsip tersebut harus ada dan berfungsi pada 
semua jenis entitas, agar pengendalian internalnya 
menjadi efektif, termasuk dapat memenuhi kriteria 
transparansi dan akuntabilitas pada Good Corporate 
Governance (Arens, dkk., 2017; Effendi, 2016).

Pentingnya penerapan pengendalian internal 
pada berbagai jenis dan skala entitas, telah 
dibuktikan dengan penelitian pada berbagai 
negara di dunia. Pengendalian internal terbukti 
berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance dan kinerja BUMN di 
Indonesia (Hariyati & Oliviani, 2013; Pratolo, 2008) 
dan terhadap struktur tata kelola BUMN di Cina 
(Cho & Huang, 2011). Pengendalian internal juga 
penting untuk diterapkan oleh Usaha Kecil dan 
Menengah (Shanmugam, dkk., 2012; Stone, 2016; 
Suárez, 2016), koperasi (Munawaroh, 2011); bank 
(Ayagre, dkk., 2014; Zelmiyanti & Anita, 2015); 
pengelolaan Dana Desa (Kisnawati, dkk., 2019); 
pemerintah daerah (Soleman, 2013); organisasi 
antar pemerintah (Yuniarti, 2017); dan perguruan 
tinggi negeri (Wuryani, 2010). Sedangkan di lain 
sisi,  hingga saat ini belum terdapat peraturan 
formal mengenai pengendalian internal pada BUM 
Desa. 

BUM Desa dan segala kondisinya telah menarik 
minat para akademisi untuk melakukan penelitian 
mengenai kondisi BUM Desa. Ada BUM Desa 
yang telah mampu meningkatkan PADes, namun 
pelaksanaannya masih kurang transparan dan 
akuntabel (Anggraeni, 2016; Sidik, 2015). Ada juga 
BUM Desa yang mengalami masalah  informasi dan 
komunikasi, serta pengetahuan dan kemampuan 
dalam mengelola BUM Desa masih kurang 
(Nugrahaningsih, dkk., 2016). Sedangkan BUM 
Desa yang lain, walau telah dibentuk sesuai dengan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Desa, namun tidak 
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mampu beroperasi ataupun menyokong pendapatan 
desa, melainkan eksistensinya hanya sebatas papan 
nama saja (Ramadana, dkk., 2013).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi 
BUM Desa, didapati bahwa tata kelola BUM Desa 
masih lemah dan prinsip Corporate Governance 
khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas 
masih belum terwujud. Selanjutnya, Dana Desa 
yang meningkat belum mampu menjadi andalan 
PADes. Proses perencanaan pendirian BUM Desa 
gagal menggali potensi Desa dan mengakomodasi 
kebutuhan Desa; kesiapan sumber daya manusia BUM 
Desa untuk menyusun rencana kerja, tata kelola, dan 
laporan keuangan juga belum memadai (Anggraeni, 
2016; Nugrahaningsih, dkk., 2016; Ramadana, dkk., 
2013). Dengan demikian, diperlukan pengendalian 
internal untuk mewujudkan Good Corporate 
Governance pada BUM Desa. Sampai dengan saat 
ini, telah terdapat beberapa hasil terkait BUM Desa 
dan pengendalian internal. Namun belum terdapat 
studi yang secara mendalam mengaitkan keduanya. 
Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa 
hal yang menjadi kesenjangan penelitian terkait 
pengendalian internal dan BUM Desa, yaitu:
1)	 Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

COSO’s Internal Control – Integrated Framework 
terbukti berkontribusi positif terhadap tata 
kelola entitas yang baik.

2)	 Penelitian terdahulu mengenai pengendalian 
internal mengambil objek penelitian yang 
bermacam-macam, namun belum ada 
penelitian mengenai pengendalian internal 
pada BUM Desa yang berbasis COSO’s Internal 
Control – Integrated Framework.

3)	 Penelitian mengenai BUM Desa masih berkutat 
pada tujuan untuk mengetahui kondisi BUM 
Desa. Sedangkan penelitian ini melangkah 
lebih jauh, bertujuan untuk mengetahui tingkat 
keterterapan prinsip-prinsip pengendalian 
internal oleh BUM Desa, serta merancang 
kerangka pengendalian internal yang sesuai 
untuk  BUM Desa.
Sidoarjo, salah satu kabupaten di Jawa Timur 

mengalami peningkatan jumlah Dana Desa dari 
2015 sebesar Rp91,414 miliar menjadi Rp295,899 
miliar pada 2019 (Amenan, 2019). Berdasarkan 
data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo, didapati bahwa 
hingga Januari 2019, 39,38% desa dari 353 desa 
di Sidoarjo (BPS, 2019) telah mendirikan BUM 
Desa. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
berharap agar setiap Desa di Sidoarjo mendirikan 
BUM Desa (Dani, 2017).

Setelah mengetahui adanya peningkatan jumlah 
Dana Desa di Sidoarjo dan harapan Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo untuk terus meningkatkan 
jumlah BUM Desa, maka penting untuk meneliti 
seberapa besar tingkat keterterapan prinsip-prinsip 

pengendalian internal pada BUM Desa di Kabupaten 
Sidoarjo sekaligus mengembangkan kerangka 
sistem pengendalian internal yang sesuai untuk 
BUM Desa di Kabupaten Sidoarjo.

II.	 Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-

deskriptif yang berfokus untuk mendeskripsikan 
tata kelola BUM Desa, khususnya pengendalian 
internal BUM Desa di Sidoarjo. Participatory Action 
Research (PAR) merupakan pendekatan yang 
digunakan sebagai respons terhadap kebutuhan 
dan opini masyarakat (Denzin & Lincoln, 2009), 
yaitu belum adanya peraturan formal mengenai 
pengendalian internal untuk BUM Desa, padahal 
pengendalian internal dinilai penting dan 
bermanfaat untuk diterapkan di semua jenis dan 
skala entitas. Dalam PAR, subjek penelitian tidak 
sekadar ‘tidak puas’ dengan kondisi yang ada, tapi 
mereka memahami bahwa perubahan harus dibuat 
oleh diri mereka sendiri dan orang lain. Oleh karena 
itu, informan terlibat aktif dengan peneliti untuk 
merancang kerangka sistem pengendalian internal 
yang sesuai untuk BUM Desa di Sidoarjo.

Dalam PAR, terdapat 6 tahap. Namun 
tahapan tersebut disederhanakan sehingga 
hanya digunakan tiga tahap saja. Tahap pertama, 
‘merencanakan sebuah perubahan’, dimulai ketika 
muncul kesadaran akan pentingnya tata kelola yang 
baik yang didukung oleh pengendalian internal. 
Dalam tahap ini dilakukan survei sejauh mana 
informan memiliki keyakinan atas pentingnya 
pengendalian internal dan  implementasi prinsip-
prinsip pengendalian internal, lalu dilakukan 
wawancara untuk mengetahui poin mana saja 
dalam pengendalian internal yang sesuai untuk 
diterapkan oleh masing-masing BUM Desa. Tahap 
kedua, ‘mempelajari dan mengamati proses 
dan konsekuensi perubahan’ dilakukan dengan 
menanyakan perubahan apa yang terjadi dalam 
organ BUM Desa apabila BUM Desa menerapkan 
kerangka pengendalian internal. Selanjutnya tahap 
ketiga, ‘mengkaji proses dan konsekuensi tersebut’ 
dilakukan dengan menanyakan apakah mungkin 
masing-masing BUM Desa menerapkan kerangka 
yang dibuat. Dengan demikian, terbentuklah 
kerangka sistem pengendalian internal yang sesuai 
untuk masing-masing BUM Desa.

BUM Desa yang menjadi objek penelitian adalah 
BUM Desa yang terdaftar di Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo 
per Januari 2019; telah berdiri minimal tiga tahun 
(sebelum 2017); dan memiliki lebih dari dua unit 
bisnis. Terdapat enam BUM Desa yang memenuhi 
kriteria tersebut, namun penelitian hanya berhasil 
dilakukan pada tiga BUM Desa saja, yaitu BUM Desa 
Maju Jaya di Desa Keper, Krembung; BUM Desa 
Bina Sejahtera di Desa Watesari, Balongbendo; 
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dan BUM Desa Jabaran Sejahtera di Desa Jabaran, 
Balongbendo.

Data primer didapat dari sumber primer, yaitu 
informan dan dokumen. Informan kunci dalam 
penelitian ini adalah Ketua BUM Desa dari tiga BUM 
Desa di Sidoarjo. Selanjutnya, untuk memverifikasi 
jawaban informan kunci, dilakukan pengumpulan 
data dari anggota pengelola BUM Desa yang diwakili 
oleh salah satu Ketua Unit Bisnis (UB) dari masing-
masing BUM Desa. Sedangkan dokumen yang 
digunakan adalah Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga (AD-ART) BUM Desa dan unit bisnis, 
catatan pembukuan, dan dokumentasi kegiatan 
BUM Desa.

Data rencananya dikumpulkan melalui 
pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD), namun 
dalam realisasinya, data dikumpulkan melalui  
wawancara terstruktur yang terdiri dari tiga tahap, 
yaitu (1) survei implementasi pengendalian internal 
melalui kuesioner daring dengan pilihan jawaban 
‘ya’ atau ‘tidak’; (2) wawancara dengan Ketua BUM 
Desa; (3) wawancara dengan Ketua Unit Bisnis. 
Selain itu teknik dokumentasi dilakukan dengan 
meminta dokumen atau foto untuk dikirim secara 
daring oleh informan. Dokumen yang terkumpul 
digunakan untuk memverifikasi hasil wawancara. 
Wawancara dan dokumentasi daring ini dilakukan 
karena penelitian berlangsung selama masa 
pandemik Virus Corona di tahun 2020, sehingga 
informan dan peneliti tidak dapat bertemu secara 
langsung.

Data yang terkumpul direduksi dengan 
membuat transkrip wawancara untuk selanjutnya 
dipilih bagian mana saja yang sesuai dengan 
topik penelitian. Pengelompokan data dilakukan 
berdasarkan pembagian komponen, prinsip, dan 
49 hal yang perlu diperhatikan untuk menerapkan 
pengendalian internal. Data selanjutnya disajikan 

dalam bentuk narasi dan grafik yang menggambarkan 
seberapa besar tingkat keterterapan prinsip-prinsip 
pengendalian internal pada BUM Desa di Sidoarjo. 
Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan atas 
pengendalian internal BUM Desa yang sebelumnya 
masih remang-remang atau gelap, dan setelah 
diteliti menjadi jelas.

III.	Hasil dan Pembahasan

A.	 Profil Subjek Penelitian
Informan penelitian terdiri dari Ketua BUM 

Desa dan salah satu Ketua Unit Bisnis dari ketiga 
BUM Desa. Ketiga Ketua BUM Desa memiliki jenis 
kelamin laki-laki yang berusia di rentang 40—59 
tahun. Latar belakang pendidikan mereka beragam, 
mulai dari SMA hingga Magister (S2). Mereka 
memiliki pekerjaan selain sebagai Ketua BUM Desa, 
yaitu sebagai pengrajin tas dan guru. Pengetahuan 
pengelolaan bisnis mereka dapatkan, baik dari 
pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (PMD) maupun dari membaca 
secara mandiri.

Selanjutnya, terdapat dua orang Ketua Unit 
Bisnis yang memiliki jenis kelamin laki-laki, dan satu 
orang memiliki jenis kelamin perempuan. Mereka 
berada di rentang usia 38—53 tahun dengan latar 
belakang pendidikan mulai dari lulusan SMK hingga 
Sarjana (S1). Semua Ketua Unit Bisnis memiliki 
pekerjaan selain sebagai anggota pengelola BUM 
Desa, yaitu sebagai pengrajin tas, petani, dan sales 
aksesoris. Pengetahuan pengelolaan bisnis mereka 
dapatkan dari membaca secara mandiri, pelatihan 
dari perusahaan konsultan, dan pelatihan dari 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Republik Indonesia (PUPR). Ringkasan 
penjelasan data diri informan dapat dilihat pada 
Tabel 1.

Tabel 1. 
Data Diri Informan

Sumber: data diolah oleh penulis
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Seluruh informan, khususnya pada BUM Desa 
Watesari dan BUM Desa Jabaran menyadari bahwa 
prinsip-prinsip pengendalian internal akan sangat 
bermanfaat bila diterapkan dalam tata kelola 
BUM Desa. Itu khususnya dapat membuat sistem 
administrasi BUM Desa semakin tertata, sekaligus 
mengarahkan pada efektivitas operasional guna 
pencapaian tujuan BUM Desa.

B.	 Implementasi Prinsip-Prinsip 
Pengendalian Internal oleh BUM Desa 
di Kabupaten Sidoarjo

Kerangka pengendalian internal COSO terdiri dari 
17 prinsip dalam lima komponen. Bagian ini me-
maparkan implementasi prinsip-prinsip pengenda-
lian internal per komponen pada tiga BUM Desa di 
Kabupaten Sidoarjo. Implementasi yang dijelaskan 
adalah hal yang paling menonjol dari setiap BUM 
Desa yang diteliti.

1)	 Komponen ke-1: Lingkungan Pengendalian
Implementasi komponen pengendalian 

internal ke-1, yaitu lingkungan pengendalian 
di BUM Desa Watesari memiliki nilai tertingi, 
yaitu sebesar 66,67%. BUM Desa Watesari telah 
membuat prosedur, kebijakan, dan kode etik 
kepegawaian melalui Peraturan BUM Desa Bina 
Sejahtera Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib 
Kepegawaian. Pasal 02 dalam peraturan tersebut 
mengatur mengenai kode etik kepegawaian, 
seperti batasan bagi pengelola untuk memberikan 
informasi keuangan kepada pihak ketiga BUM Desa. 
Pelanggaran terhadap peraturan tersebut ditindak 
tegas oleh Ketua BUM Desa. BUM Desa Watesari 
juga telah menetapkan target-target yang ingin 
dicapai setiap unit bisnis (contohnya target untuk 
peningkatan kualitas ikan lele dan buah belimbing, 
serta target peningkatan jumlah pembayaran 
pinjaman yang tepat waktu), namun belum 
ditetapkan dengan terperinci mengenai jangka 
waktu pencapaian target dan besaran insentif yang 
dipengaruhi.

 BUM Desa Keper memiliki nilai implementasi 
terendah, yaitu 39,39%. Ketua BUM Desa Keper 
sebagai pemimpin puncak BUM Desa, memiliki nilai 
keteladanan. Ketua BUM Desa menunjukkan sikap 
tanggung jawab dan gotong royong dengan secara 
langsung membantu pelaksanaan jual-beli pada 
Unit Bisnis Toko Sembako. Namun, pendelegasian 
wewenang pada BUM Desa Keper kurang memadai, 
yaitu tidak adanya uraian jabatan untuk setiap 
Ketua Unit Bisnis serta terjadi perangkapan jabatan 
pada dua unit bisnis.

Di lain pihak, BUM Desa Jabaran memiliki nilai 
implementasi sebesar 51,52%. BUM Desa Jabaran 
telah memiliki uraian jabatan untuk setiap pengelola 
BUM Desa. Uraian jabatan tersebut terdapat dalam 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-

ART) BUM Desa dan setiap unit bisnis. Namun 
BUM Desa Jabaran belum menentukan waktu dan 
frekuensi keseringan rapat antara seluruh pengelola 
BUM Desa dengan Pemerintah Desa.

2)	 Komponen ke-2: Penilaian Risiko
Implementasi komponen pengendalian internal 

ke-2, yaitu penilaian risiko di BUM Desa Watesari 
memiliki nilai tertinggi, yaitu sebesar 80%. BUM 
Desa Watesari melakukan identifikasi perubahan 
yang secara signifikan dapat memengaruhi sistem 
pengendalian internal, seperti perubahan selera 
dan pangsa pasar konsumen ikan lele dan buah 
belimbing mengenai berat per ekor dan per buah, 
serta perkembangan teknologi alat bajak yang 
semakin modern. Namun belum dilakukan penilaian 
terhadap perubahan yang secara signifikan dapat 
memengaruhi  sistem pengendalian internal.

Sedangkan BUM Desa Keper memiliki nilai 
implementasi terendah yaitu 0,00%. BUM Desa 
Keper telah menentukan tujuan BUM Desa melalui 
visi dan misi yang tercantum dalam Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) BUM 
Desa, namun belum dilakukan penentuan tujuan 
yang cukup jelas untuk setiap unit bisnis. Dengan 
demikian, tidak dapat dilakukan analisis risiko 
berbasis tujuan pada seluruh lapisan BUM Desa.

Di lain pihak, BUM Desa Jabaran memiliki nilai 
implementasi sebesar 60,00%. BUM Desa Jabaran 
telah menetapkan tujuan setiap unit bisnis dengan 
cukup jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga (AD-ART) BUM Desa dan setiap unit 
bisnis. Dengan demikian dapat dan telah dilakukan 
identifikasi dan analisis risiko pada setiap unit 
bisnis. Contohnya, tujuan Unit Usaha Pansimas 
adalah ‘menyediakan air bersih untuk masyarakat 
Desa Jabaran dengan menekan biaya serendah-
rendahnya’. Risiko yang bisa timbul adalah kadar 
air yang berubah sehingga air menjadi tidak 
layak untuk diminum langsung. Ada juga risiko 
kecurangan seperti pencurian air. Di sisi lain, BUM 
Desa Jabaran tidak melakukan identifikasi dan 
penilaian perubahan yang secara signifikan dapat 
memengaruhi sistem pengendalian internalnya.

3)	 Komponen ke-3: Aktivitas Pengendalian
Implementasi komponen pengendalian 

internal ke-3, yaitu aktivitas pengendalian di 
BUM Desa Watesari memiliki nilai tertinggi, yaitu 
sebesar 75,00%. BUM Desa Watesari memilih 
dan mengembangkan pengendalian umum atas 
sistem informasinya. Selain menggunakan aplikasi 
‘BUMDES’ dari Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 
Indonesia, BUM Desa Watesari juga memesan 
program khusus yang dinamai ‘SMART BUMDES’ 
untuk sistem informasi akuntansinya. Namun di lain 
sisi, BUM Desa Watesari belum memiliki Standar 
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Operasional Prosedur (SOP) untuk keseluruhan 
aktivitas BUM Desa.

Selanjutnya, nilai implementasi komponen 
aktivitas pengendalian di BUM Desa Keper dan BUM 
Desa Jabaran adalah sebesar 25,00%. BUM Desa 
Keper telah menggunakan aplikasi ‘BUMDES’ untuk 
sistem informasinya, yang memuat nama dan lokasi 
BUM Desa, jumlah modal BUM Desa, jenis unit 
bisnis yang dimiliki, dan jumlah pendapatan BUM 
Desa. Sedangkan BUM Desa Jabaran telah memilih 
aktivitas pengendalian untuk memitigasi risiko. 
Contoh aktivitas pengendalian pada Unit Bisnis 
Pansimas BUM Desa Jabaran untuk memitigasi risiko 
pencurian air adalah dengan memasang meteran air 
di luar rumah pelanggan. Selain itu juga dibuat Kartu 
Data Pemakaian Air, sehingga dapat dilacak rata-
rata besaran pemakaian bulanan pelanggan. Dengan 
demikian ketika jumlah pemakaian air dirasa tidak 
wajar, akan dilakukan pengecekan meteran oleh 
pengelola Unit Bisnis Pansimas. Namun, di lain sisi, 
baik BUM Desa Keper maupun BUM Desa Jabaran 
sama-sama tidak melakukan pengembangan sistem 
informasi. Dengan demikian maka dalam hal sistem 
informasi, BUM Desa Keper dan BUM Desa Jabaran 
belum sepenuhnya melakukan pengendalian 
umum terhadap teknologi sistem informasi untuk 
mencapai tujuan BUM Desa.

4)	 Informasi dan Komunikasi
Implementasi komponen pengendalian 

internal ke-4, yaitu informasi dan komunikasi di 
BUM Desa Watesari memiliki nilai tertinggi, yaitu 
sebesar 100,00%. BUM Desa Watesari mengadakan 
komunikasi lintas unit bisnis setiap tiga bulan 
sekali. Setiap pengelola unit bisnis disilakan untuk 
menceritakan pencapaian maupun kendala yang 
dialami masing-masing unit bisnis. Pada kesempatan 
tersebut, unit bisnis lain disilakan untuk membantu 
mencari solusi atas kendala yang dialami unit bisnis 
tertentu.

Selanjutnya, nilai implementasi komponen 
informasi dan komunikasi di BUM Desa Keper 
dan BUM Desa Jabaran adalah sebesar 66,67%. 
BUM Desa Keper melakukan tindak lanjut 
terhadap hasil komunikasi dengan masyarakat 
Desa. Sebagai hasil musyawarah dalam rapat 
tahunan pengurus BUM Desa dengan Pemerintah 
Desa dan perwakilan Rukun Tetangga (RT) serta 
Rukun Warga (RW), BUM Desa melakukan tindak 
lanjut terhadap kebutuhan masyarakat Desa 
untuk menyewa peralatan acara besar dengan 
membuka kesempatan bagi masyarakat Desa untuk 
meminjam uang guna menyewa peralatan untuk 
acara pernikahan atau khitan, dengan besaran 
Rp200.000,00 hingga Rp300.000,00. Sedangkan 
BUM Desa Jabaran menyediakan informasi kepada 
orang yang tepat, terperinci, dan tepat waktu untuk 

memberdayakan mereka dalam melaksanakan 
tanggung jawab secara efektif dan efisien. Ketua 
BUM Desa Jabaran mendelegasikan kepesertaan 
pelatihan dan seminar tertentu kepada pengelola 
yang tepat untuk menggali informasi tertentu. 
Pendelegasian ini dimaksudkan untuk melatih dan 
meningkatkan pengetahuan pengelola tertentu 
untuk menjabat posisi lain di kemudian hari. 
Namun, di lain sisi, baik BUM Desa Keper maupun 
BUM Desa Jabaran sama-sama tidak mengadakan 
komunikasi lintas unit bisnis. Hal tersebut terjadi 
karena adanya pemahaman bahwa tiap unit bisnis 
menaungi bidang bisnis yang berbeda, sehingga 
tidak memungkinkan untuk saling berkomunikasi 
mengenai operasional masing-masing unit bisnis.

5)	 Aktivitas Pemantauan
Implementasi komponen pengendalian 

internal ke-5, yaitu aktivitas pemantauan di BUM 
Desa Watesari memiliki nilai tertinggi, yaitu sebesar 
64,29%. BUM Desa Watesari menentukan frekuensi, 
proses, dan cara evaluasi umum dan evaluasi khusus 
terhadap masing-masing unit bisnis, yaitu tiga 
bulan sekali dengan cara musyawarah melalui rapat 
umum dan rapat khusus unit bisnis. Namun di lain 
sisi, BUM Desa Watesari tidak mengadakan kontrak 
kerja untuk setiap pengelola BUM Desa.

BUM Desa Keper memiliki nilai implementasi 
terendah yaitu 28,57%. BUM Desa Keper melakukan 
pembagian ruang lingkup pengendalian internal 
berdasarkan unit bisnis. Namun BUM Desa Keper 
tidak melakukan evaluasi terhadap pelatihan atau 
rapat yang diikuti. Selain itu, Ketua BUM Desa 
dan Ketua Unit Bisnis belum menentukan sejauh 
mana dokumentasi sistem pengendalian internal 
dianggap cukup.

Di lain pihak, BUM Desa Jabaran memiliki nilai 
implementasi sebesar 35,71%. BUM Desa Jabaran 
menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelatihan dan 
seminar yang diikuti oleh pengelola. Contohnya 
adalah pelatihan yang diikuti oleh Ketua Unit Bisnis 
Pansimas. Pelatihan tersebut diadakan setiap dua 
atau tiga bulan sekali oleh PUPR bekerjasama 
dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo dan Asosiasi 
Pansimas BUM Desa se-Sidoarjo. Hasil pelatihan 
tersebut dievaluasi oleh pengelola Unit Bisnis 
Pansimas dengan mengadakan rapat di Balai Desa. 
Namun, BUM Desa Jabaran tidak menentukan cara 
dan proses evaluasi yang tepat untuk setiap unit 
bisnis.

Dengan demikian, tingkat implementasi 
prinsip-prinsip pengendalian internal pada 
BUM Desa Keper adalah sebesar 35,48%; BUM 
Desa Watesari sebesar 70,97%; dan BUM Desa 
Jabaran sebesar 48,39%. Ringkasan persentase 
implementasi dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Tingkat Implementasi Prinsip-Prinsip Pengendalian 
Internal COSO oleh BUM Desa di Kabupaten Sidoarjo

Persentase implementasi prinsip-prinsip 
pengendalian internal pada BUM Desa Keper dan 
BUM Desa Jabaran sama-sama  berada  di  bawah 
50%.  Ini  jauh  berbeda dengan  persentase  
implementasi prinsip-prinsip pengendalian internal  
oleh BUM Desa Watesari, yang berada di atas 50%. 
BUM Desa Watesari bekerjasama dengan salah 
satu perusahaan konsultan manajemen di Sidoarjo. 
Kerjasama tersebut membantu BUM Desa Watesari 
untuk memperbaiki tata kelolanya. Sedangkan BUM 
Desa Keper dan BUM Desa Jabaran hanya berpaku 
pada peraturan pemerintah terkait BUM Desa, 
yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019; dan 
peraturan lain yang mengatur mengenai BUM Desa, 
seperti Peraturan Desa masing-masing.

C.	 Kerangka Sistem Pengendalian Internal 
yang Sesuai untuk BUM Desa di 
Kabupaten Sidoarjo
Terdapat 49 hal yang menjadi penjabaran dari 

17 prinsip dalam lima komponen pengendalian 
internal COSO. Pengendalian internal menjadi 
relevan untuk diterapkan oleh BUM Desa dengan 
mereduksi 3 hal, yaitu yang berkaitan dengan 
aktivitas komite audit, auditor internal, dan 
auditor eksternal. Aktivitas tersebut meliputi: 
(1) penunjukan komite audit untuk membantu 
mengatasi masalah tertentu dalam BUM Desa; (2) 
pimpinan BUM Desa memberi tanggapan terhadap 
rekomendasi auditor internal dan auditor eksternal 
mengenai cara memperkuat pengendalian internal; 
(3) memiliki dan membuat aktivitas audit internal 
berjalan dengan baik. Reduksi ini dinilai relevan 
karena dalam jangka waktu satu hingga tiga tahun 
ke depan, BUM Desa belum membutuhkan aktivitas 
yang berkaitan dengan komite audit, auditor 
internal, dan auditor eksternal. Selain itu, sumber 
daya di BUM Desa saat ini belum mendukung 
penerapan aktivitas tersebut.

Selanjutnya, pengendalian internal menjadi 
relevan untuk BUM Desa dengan memodifikasi ke-
46 hal (49 hal dikurangi 3 hal) penjabaran prinsip 
pengendalian internal. Modifikasi ini dilakukan 
melalui penyesuaian kerangka pengendalian 
internal dengan struktur organisasi BUM Desa. 
Contohnya adalah dilakukan penspesifikasian kata 
‘pimpinan organisasi’ menjadi dua subjek, yaitu 
‘Ketua BUM Desa’ serta ‘Ketua BUM Desa dan Ketua 
Unit Bisnis’ sesuai konteks aktivitas pengendalian 
internal tertentu. Penyesuaian lain adalah 
penggantian istilah ‘komisaris’ menjadi ‘Pengawas 
BUM Desa’, karena fungsi pengawasan utama 
dilakukan oleh Pengawas BUM Desa; memperjelas 
aktivitas ‘komunikasi lintas fungsi’ menjadi 
‘komunikasi lintas unit bisnis’; dan penspesifikasian 
bahwa yang dimaksud dengan ‘evaluasi terpisah’ 
adalah evaluasi tiap unit bisnis.

Kerangka pengendalian internal untuk BUM 
Desa Watesari terdiri dari 17 prinsip pengendalian 
internal COSO dan tanpa pengurangan lanjutan 
atas 46 hal penjabaran prinsip. Namun kerangka 
pengendalian internal untuk BUM Desa Jabaran 
terdiri dari 14 prinsip. Tiga prinsip yang tidak sesuai 
untuk diterapkan oleh BUM Desa Jabaran antara lain: 
(1) prinsip ke-9, yaitu ‘organisasi mengidentifikasi 
dan menilai perubahan yang secara signifikan 
dapat memengaruhi sistem pengendalian internal’; 
(2) prinsip ke-11, yaitu ‘organisasi memilih dan 
mengembangkan pengendalian umum terhadap 
teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan’; 
(3) prinsip ke-12, yaitu ‘organisasi menyebarkan 
aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang 
menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur 
yang menerapkan kebijakan.

Ketiga prinsip yang tidak relevan untuk 
diterapkan oleh BUM Desa Jabaran meliputi seluruh 
atau sebagian aktivitas dalam 12 hal. Aktivitas 
tersebut antara lain: (1) pembuatan aturan perilaku 
dan kebijakan lain sehubungan dengan praktik 
bisnis, konflik kepentingan, atau standar etika dan 
moral yang diharapkan; (2) memiliki pedoman 
moral yang dikomunikasikan ke seluruh pengelola di 
tingkat BUM Desa dan unit bisnis; (3) memperbaiki 
tindakan yang menyimpang dari kebijakan dan 
prosedur atau pelanggaran kode etik, selanjutnya 
perbaikan dikomunikasikan di tingkat BUM Desa 
dan unit bisnis; (4) memiliki standar dan prosedur 
pengendalian yang layak dan saling berkaitan antar 
unit bisnis; (5) Ketua BUM Desa dan Ketua Unit Bisnis 
mengevaluasi dan menilai kebijakan dan prosedur 
terkait pengendalian internal; (6) Ketua BUM 
Desa dan Ketua Unit Bisnis menentukan tindakan 
perbaikan untuk menindaklanjuti penyimpangan 
dari kebijakan dan prosedur yang ada; (7) pengelola 
di tingkat BUM Desa dan unit bisnis mengidentifikasi 
dan menilai perubahan yang secara signifikan 
dapat memengaruhi sistem pengendalian internal; 
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(8) adanya proses pengembangan pengendalian 
umum terhadap teknologi sistem informasi untuk 
pencapaian tujuan; (9) adanya Standar Operasional 
Prosedur (SOP) untuk menjalankan seluruh 
aktivitas di tingkat BUM Desa dan unit bisnis; (10) 
adanya komunikasi lintas unit bisnis untuk berbagi 
informasi yang sesuai, lengkap, tepat waktu, dan 
layak agar dapat memberdayakan pengelola secara 
efektif dalam menjalankan tanggung jawab mereka; 
(11) adanya kebijakan bahwa setiap pengelola 
harus membuat laporan pribadi yang menyatakan 
bahwa mereka memahami dan mematuhi kode 
etik BUM Desa (kontrak kerja) dan secara teratur 
melaksanakan aktivitas pengendalian yang kritis; 
(12) menentukan frekuensi evaluasi terhadap 
masing-masing runag lingkup pengendalian internal 
yang berbasis unit bisnis.

Selanjutnya kerangka pengendalian internal 
untuk BUM Desa Keper terdiri dari 13 prinsip. Empat 
prinsip yang tidak sesuai untuk diterapkan oleh 
BUM Desa Keper antara lain: (1) prinsip ke-8, yaitu 
‘organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan 
dalam menilai risiko untuk pencapaian tujuan’; 
(2) prinsip ke-9; (3) prinsip ke-11; (4) prinsip 
ke-12. Terdapat  2 hal tambahan pengurangan 
bila dibandingkan dengan BUM Desa Jabaran, 
yaitu: (1) ketua BUM Desa dan Ketua Unit Bisnis 
menekankan kepada anggota untuk memenuhi 
target kinerja jangka pendek yang menantang dan 
memberikan bonus ketika target tersebut tercapai; 
(2) dalam melakukan analisis risiko, BUM Desa 
mempertimbangkan adanya potensi kecurangan 
yang bisa saja terjadi.

Pengurangan beberapa prinsip pengendalian 
internal dan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip 
tertentu dilakukan setelah mempertimbangkan 
kemampuan, kemauan, cara berpikir, dan sikap 
optimisme yang dimiliki oleh Ketua BUM Desa 
selaku penanggungjawab utama aktivitas BUM Desa, 
dan juga Ketua Unit Bisnis. Selain itu, pengurangan 
dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi Desa 
dan situasi masyarakat Desa masing-masing.

Selanjutnya, terdapat rekomendasi yang  
diberikan peneliti kepada pengelola BUM Desa 
di Desa Keper, Desa Watesari, dan Desa Jabaran. 
Rekomendasi tersebut berkaitan dengan 
pembuatan aturan dan  prosedur tertentu, seperti: 
(1) Prosedur Penanganan Masalah Internal dan 
Eksternal; (2) penerapan Sistem Insentif Berbasis 
Kinerja di tingkat BUM Desa dan unit bisnis; (3) 
Peraturan Kriteria Pemilihan Pengawas dan Ketua 
BUM Desa yang tidak berbasis jabatan tertentu 
yang sebelumnya sudah dimiliki oleh mereka, 
seperti pemilihan Pengawas BUM Desa berdasarkan 
keanggotaan dalam Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) atau tokoh masyarakat; (4) pembuatan Buku 
Analisis Risiko Berbasis Tujuan di tingkat BUM Desa 
dan unit bisnis; (5) Prosedur Pengaduan Masalah; 

(6) Prosedur Dokumentasi Aktivitas.
Dengan demikian, didapati bahwa BUM Desa 

Keper memiliki tingkat relevansi implementasi 
Kerangka Pengendalian Internal Modifikasi sebesar 
67,86%; BUM Desa Watesari sebesar 100,00%; 
dan BUM Desa Jabaran sebesar 71,43%. Relevansi 
untuk BUM Desa Keper dan BUM Desa Jabaran 
hampir sama. Sedangkan relevansi untuk BUM Desa 
Watesari jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena 
tingkat implementasi pengendalian internal oleh 
BUM Desa Watesari sudah cukup tinggi (70,97%). 
Selain itu, BUM Desa Watesari sudah memiliki 
bekal tata kelola yang cukup untuk menerapkan 
kerangka pengendalian internal secara menyeluruh. 
Ringkasan persentase relevansi implementasi 
Kerangka Pengendalian Internal Modifikasi dapat 
dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Tingkat Relevansi Implementasi Kerangka 
Pengendalian Internal Modifikasi pada BUM Desa di Kabupaten 

Sidoarjo

IV.	 Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian mengenai 

pengendalian internal pada BUM Desa di Kabupaten 
Sidoarjo adalah sebagai berikut.
a.	 Besaran tingkat implementasi prinsip-prinsip 

pengendalian internal COSO oleh BUM Desa di 
Kabupaten Sidoarjo yang hanya berpaku pada 
peraturan pemerintah mengenai BUM Desa 
masih rendah.

b.	 Prinsip-prinsip dalam kerangka pengen-dalian 
internal COSO dapat diterapkan oleh BUM 
Desa di Kabupaten Sidoarjo, dengan dilakukan 
modifikasi berdasarkan penyesuaian terhadap 
struktur organisasi BUM Desa serta sumber daya 
masing-masing BUM Desa.

Ucapan Terima Kasih 
Selain ucapan syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, ucapan terima kasih disampaikan 
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